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Kesehatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada dimasyarakat dan 
Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan 
negara yang berasaskan hukum, sebagai negara hukum maka Indonesia selalu 
menjunjung tinggi hak asasi manusia yang selalu menjamin seluruh warga negaranya 
memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. 
Dalam hal ini peserta pesien BPJS dan peserta pasien umum memiliki kedudukan yang 
sama dan hak yang sama serta perlakuan yang seimbang yang berkeadilan sesuai dengan 
amanat konstitusi dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satu upaya 
pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia yaitu melalui Program BPJS, Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama  Bagaimana Implementasi Pasal 
13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial  di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Kedua Bagaimana 
Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan Kesehatan peserta BPJS di Rumah Sakit 
Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Adapun tujuan Penelitian ini bermaksud 
untuk mengetahui  Bagaimana Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Pertamina Bintang 
Amin Bandar Lampung. Kedua Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan 
Kesehatan peserta BPJS di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. 
Jenis penelitian yang di terapkan adalah  penelitian Lapangan(field research), metode 
yang dipakai adalah  metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan 
menggunakan  metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk 
memperoleh data secara langsung dari partisipan dan informasi dari objek yang di teliti 
baik secara langsung ataupun tidak. Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam 
penelitian ini adalah Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar 
lampung.Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskritif (menggambarkan) 
yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada.data data yang 
telah di dapat di ambil sebagai rujukan untuk di ambil sebagai rujukan untuk selanjutnya 
di analisis scara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Penelitian ini 
mengasilkan dua kesimpulan yang pertama, Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 
Bandar lampung sudah menjalankan kewajiban dalam melayani masyarakat dan 
menjalankan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 13 point 
e tentang badan penyelenggaraann jaminan sosial (BPJS) dengan upaya pemberian 
informasi tentang hak dan kewajiban pasien BPJS. Kedua, Berdasarkan pelayanan 
kesehatan peserta badan penyelenggaraa jaminan sosial (BPJS) Di Rumah Sakit 
Pertamina Bintang Amin jika dianalisis dengan teori siyasah tanfidziyyah Dalam hal ini 
Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dapat dikatakan sudah menjalakan perintah 
pemimpin dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini sesuai dengan 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 
mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul  skripsi ini, 
adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di BPJS  Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung)” 
 Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.1 
 Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang disusun secara matang dan terperinci.2 
 Pasal 13  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Adalah Peraturan Yang 
Membahas Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.3 
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS  
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial4 
 Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 
ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis 
mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-
                                                             
1
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam (Jakarta: kencana, 
2014), 4. 
2
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), 4. 
3
 “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 






Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (Studi di BPJS Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 
Bandar Lampung)” 
B. Latar Belakang Masalah 
Keadilan adalah perlakuan dan pengakuan yang seimbang antara Hak dan 
Kewajiban, berbicara tentang keadilan yang termuat pada sila ke lima Pancasila 
Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia, dalam hal ini pemerintah berkewajiban 
membimbing, melindungi, menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat 
dan melengkapi tujuan terwujudnya nasional. Penyelenggara kesejahteraan sosial 
merupakan upaya yang terlara, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan 
berbagai kalangan yakni pemerintah pusat daerah lembaga sosial, guna 
memenuhi kebutuhan dasar sebagai hak warga Negara.  
Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia 
merupakan negara yang berasaskan hukum, sebagai negara hukum maka 
Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia yang selalu menjamin 
seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan 
pemerintahan itu tanpa terkecuali. Dalam hal ini peserta pesien BPJS dan peserta 
pasien umum memiliki  kedudukan yang sama dan hak yang sama serta 
perlakuan yang seimbang yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi 
dalam hal penyelenggara kesejahteraan sosial.  
Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu 
persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling 
menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, 
manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan bantuan orang 
lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu 




dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka 
manusia sebagai makhluk sosial.5 
Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis.6 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya BPJS merupakan 
salah satu dari lima program dalam sistem jaminan sosial nasional salah satunya 
jaminan kesehatan, sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara 
yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk 
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh peserta yang merupakan himpunan 
iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran 
manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program 
jaminan sosial.7 
Pasal13 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 BPJS. Dalam hal ini peneliti terfokus 
pada poin E yaitu memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan 
kewajibam untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 
Pasal 54 Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat 1 
menyebutkan penyelenggara pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 
bertanggung jawab, aman, brmutu, serta merata dan non diskriminatif. Ayat 2 
menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
                                                             
5
 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1989). 
6
 “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Pub. L. No. Pasal 1 
(n.d.). 
7




penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam 
ayat 3 menjelaskan bahwa pengawasan dalam penyelenggara pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat.8 
Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadist dan ayat Al-Quran tentang orang 
yang berkerja secara profesional adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan 
tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat dan negara tanpa 
memilih-milih. 
  Berdasarkan Latar Belakang di atas dipandang perlu untuk diteliti dan dikaji 
dalam bentuk  yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di BPJS Rumah Sakit Pertamina 
Bintang Amin Bandar Lampung)” 
C. Fokus Penelitian 
Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya 
adalah untuk meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 
poin 5(lima) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 
Bandar Lampung)  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti 
merasa tertarik lebih jauh untuk meneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyasah 
Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Pada Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung) Maka dapat ditentukan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung? 
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 13  
Undang-Undang Nomor 24 tahun2 011 tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Pertamina Bintang 
Amin Bandar Lampung? 
E. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat 
memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam  skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di 
Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung; 
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap 
Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang 
Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit 
Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung? 
F. Mnafaat Penelitin 
Di dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
pembaca, adapun diantara lain manfaat penelitian ini yang dapat diberikan: 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi serta 
informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif 
terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-




Jaminan Sosial di BPJS Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar 
Lampung. 
b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih 
mendalam tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 
13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial pada Rumah Sakit Pertamina Bintang 
Amin Bandar Lampung. 
2. Secara Praktis 
a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan 
diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik. 
b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama 
setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan 
disetiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan berisi uraian sistematis mengenai 
hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis 
melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki 
relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian 
terdahulu: 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saribulang Sultan pada tahun 2018 
di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul 
“Kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenruawaru 
Kabupaten Bone”. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum 




jasa menurut Groonros yaitu Profesionalisme dan keahlian, sikap dan pelaku, 
kemudahan pencapaian dan penyesuaian, kehandalan dan kepercyaaan, 
pengendalian situasi dan pemecahan masalah, nama baik dan dapat dipercaya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. 
Informan berjumlah 22 orang yaitu pasien dan keluarga pasien yang memperoleh 
pelayanan, kabid pelayanan medis sebagai yang mengetahui segala proses dan 
kondisi pelayanan oleh pegawai di loket pelayanan, salah satu pegawai loket 
bagian pelayanan BPJS kesehatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanna BPJS kesehatan RSUD 
Tenriawaru Kabupaten Bone secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun 
masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki seperti sikap yang kurang ramah 
dari petugas medis yang masih muda dan petugas administrasi yang masih baru, 
kehndalan dan kepercayaan terhadap petugas administrasi dan petugas medis 
masih belum maksimal masih perlu untuk ditingkatkan lagi. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sampratina Saputri (2016) yang 
berjudul “Peran BPJS Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi 
Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan 
BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi warga negara 
khususnya di kota Depok. Hasil temuan dalam skripsi ini yaitu peran BPJS dalam 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan masih banyak timbul pro dan kontra 
dalam pelaksanaannya. BPJS masih banyak kekurangan dalam praktek di 
lapangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada. Kurangnya 
pelayanan kesehatan yang diterima oleh para anggota baik dalam sarana maupun 
prasarana bahkan sampai kepada kurangnya dalam segi penegakkan hukum.  
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di 




dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (Studi pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar 
Lampung)” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini penulis 
akan meneliti terkait implementasi Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 Tentang Kewajiban BPJS dan meneliti terkait Tinjauan Fiqh 
Siyasahnya serta lokasi penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu berlokasi di 
Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung 
H. Metode Penelitian 
Dalam penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah 
metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan. 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 
lokasi penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. 
Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu 
sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
b. Sifat Penelitian 
 Sifat penelitian dalam  ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu 
metode penelitian dengan mengumpulkan informasi aktual dan cermat 
yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, 




atau karakteristik populas tertentu.9 Data yang dikumpulkan berupa kata-
kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan 
penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 
penyajian laporan tersebut, data yang di dapat berasal dari naskah 
wawancara, Quisioner, Catatan Lapangan, dan dokumentasi. 
2. Sumber data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 
data yang tidak bebentuk angka.10 Metode kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 
Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu 
nilai dibalik data yang tampak.11 Sesuai dengan jenis data yang digunakan 
penselitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: 
a. Data Primer  
Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun 
laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh 
peneliti.12 Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari Rumah  
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder yaitu data yang menjelasi pelengkap sumber data 
primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil 
penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. 
3. Informan 
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Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi 
mengenai fenomena/permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian.13 
Teknik pengumpulan Informan dalam pengambilan sampel menggunkan 
Purposive sampling yaitu memilih kasus yang Infomatif berdasarkan strategi 
dan tujuan yang telah ditetepkan peneliti,yang jumlahnya tergantung pada 
tujuan dan sumber daya studi,hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan 
dengan jumlah informan yang banyak agar mengurangi informasi. Jenis 
samping ini tidak betujuan untukgenerelasi informan.14 Adapun yang 
dijadikan informan dalam pnelitian ini adalah Petugas Rumah Sakit 
Pertamina Bintang Amin yang terdiri dari 3 petugas BPJS, 2 Dokter Umum,1 
kepala sub bagian dan 10 Pasien/Peserta BPJS, 5 Pasien umum di Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan 
informasi tentang Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. 
4.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 
metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang. 
a. Wawancara  
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontribusikan makna 
dalam suatu topik tertentu.15 Dari pengertian diatas jelas bahwa metode 
wawancara merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi dengan 
jalan mengadakan komunikasi langsung anatara dua orang atau lebih dan 
dilakukan secara lisan. 
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Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 
pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 
kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian 
sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 
tersebut.16 
Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh 
selama penelitian dengan menetapkan metode observasi nonpartisipasi, 
dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam 
aktivitas yang dilaksanakan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan langsung. 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah 
kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi gambar 
berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang 
berbentuk karya dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi 
dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode 
obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan 
lenih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dai 
metode observasi.17 
5.   Pengolahan Data 
  Pengolahan data merupakan menimbang, menyaring, mengatur, dan 
mengklarifiksikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 
memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
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Sedangkan mengatur dan mengklarifikasikan ialah menggolongkan atau 
menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 
sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah. 
b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan 
masalah. 
c. Sistematisasi data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.18 
6. Analisis Data 
  Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maka 
selanjutnya data teserbut akan dianalis dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena 
yang terjadi dilapangan terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Peyelenggara Jaminan Sosial. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah 
dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari 
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku 
dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini 
digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenan 
dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terdahap Implementasi Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial.19 
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I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukan hasil penelitian 
yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika 
penulis sebagai berikut 
BAB I. Pendahuluan   
Bab ini  berisi tentang  penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajiab 
penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
BAB II. Landasan Teori 
Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi 
teori besar ( grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian 
kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian 
terdahulu yang digunakan sebegai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori 
baru yang dikemukan oleh peneliti. 
BAB III. Deskripsi Objek Penelitian 
Bab ini berisi : (1) Gambaran umum objek seperti sejarah berdiri nya Rumah 
Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung, visi misi dan struktur organisasi 
nya. (2) Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
BAB IV. Analisis Penelitian  
Bab ini birisi tentang hasil penelitian mengenai (1) Implementasi Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 






BAB V. Penutup 
Bab terakhir berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan 






















































A. Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
 Fiqh Siyasah terdiri dari  2 (dua) kata yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh secara 
etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata  fiqha-
yafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 
dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.20 Sedangkan secara 
terminologis,  fiqh lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-
hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 
terperinci.21 
 Siyasah menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata 
yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di 
baca siyasah. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang 
milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan 
negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana 
tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran 
tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut  
Ibnu Manzhur menyatakan,  siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk 
mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti 
mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan 
makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara 
kuda.22 
 Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan 
oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah imerupakan 
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suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan 
dan lebih jauh dari kerusakan.23 Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-
Najjar mendefinisikan siyasah sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan 
dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang 
tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang 
paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah  mengatur sesuatu 
dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.24 
 Berdasarkan penguraian tentang definisi fiqh dan siyasah, baik secara 
etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi fiqh siyasah. 
Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga 
disinonimkan dengan ilmu siyasah syar‟iyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas 
dapat ditarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang 
secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat 
manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 
peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau 
sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghadirkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.25 
 Fiqh dan siyasah jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan siyasah 
syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti seperti: 
1) Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permaslahan dan mengatur 
mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab 
ketaatan mereka terhadap pemerintahan.26 
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2) Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu‟un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait 
ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada 
mereka dengan jalan yang dapat menyelematkan mereka pada waktu 
sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.27 
3) Imam Ibn „Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan 
menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun 
di akhirat. Siyasah berasl dari Nabi SAW baik secara khusus maupun 
secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal 
dari para sultan (Pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, 
siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang 
kekuasaan.28 Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur 
penting dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik 
yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur. 
4) Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai  
fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari 
Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu 
negara yang perintahnya bersifat ekslusif dan unsur masyarakat. Akan 
tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. 
Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh 
siyasah (siyasah syar‟iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan 
(khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan 
(ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan 
fungsi pelayanan, bukan pengarahan.29 
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2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
 Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. 
Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, 
perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.30 
 Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam 
karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat 
diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah31 adalah sebagai berikut: 
1) Siyasah Dusturiyyah 
2) Siyasah Maliyyah 
3) Siyasah Qadla‟iyyah 
4) Siyasah Harbiyyah 
5) Siyasah „Idariyyah 
Sedangakan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul 
Al-Siyasah Al-Syariiyyah, ruang lingkup fiqh siyasah32 adalah sebagai 
berikut: 
1) Siyasah Qadla‟iyyah 
2) Siyasah Dariyyah 
3) Siyasah Maliyyah 
4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah 
Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) 
bidang kajian saja, seperti: 
1) Siyasah Qadla‟iyyah 
2) Siyasah Dauliyyah 
3) Siyasah Maliyyah 
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Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru 
membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang berserta 
keterangannya33, yaitu: 
1) Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanaan tentang peraturan 
perundang-undangan) 
2) Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanaan tentang 
penetapan hukum) 
3) Siyasah Qadlaiyyah Syar‟iyyah (kebijakan peradilan) 
4) Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (kebijakan ekonomi dan moneter) 
5) Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (kebijakan administrasi negara) 
6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijakan 
hubungan luar negeri atau internasional) 
7) SiyasahTanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-
undang) 
8) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan) 
 
Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup fiqh siyasah 
dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya 
sebagai berikut: 
1) Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini 
meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) oleh 
lembaga legislatif, peradilan (Qadla`iyyah) oleh lembaga yudikatif, 
dan administrasi pemerintahan (`Idariyyah) oleh birokrasi atau 
eksekutif. 
2) Politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara 
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yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 
negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan 
(Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar 
diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan 
genjatan senjata. 
3) Politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah) yang antara lain 
membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 
dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-
hak publik, pajak dan perbankan.
34
 
Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis 
dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan 
menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi 
kemashlahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, 
pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik 
pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan 
potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam 
dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan 
sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan 
duan, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.35 
Salah satu doktrin Islam ialah bahwa Islam yang diturunkan Allah 
SWT melalui Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dirinya sebagai 
agama sempurna36 dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi 
penutup.37 Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu danNabi 
Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu dan zaman 
terus berubah serta berkembang.  
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Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 
dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seseorang Amir atau Khalifah. 
Istilah ul al-amr tidaklah terbatas hanya untuk lembaga eksekutif saja, 
melainkan untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam 
arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam 
tidak menyebut istlah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara 
yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti dewan 
al-Kharaj (dewan pajak), dewan al-Ah‟das (kepolisiam), wali untuk setiap 
wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dewan al-Jund (militer), sahib al-bait 
al-mal (pejabat keuangan) dan sebagainya yang notabene telah terstruktur 
dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka untuk hal 
ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili 
lembaga-lembaga yang haya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk 
Kepala Negara, al-Maududi meyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan 
lain sebagai Khalifah.38 
Tugas al-Sulthah Tanfidziyyah ialah melaksanakan undang-undang. 
Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 
perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara 
melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 
maupun yang menyangkut dengan hubungan internasional.
39
 
3.  Pinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 
 Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah di antaranya sebagai berikut: 
1) Prinisp kekuasaan sebagai amanah 
Allah SWT memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah 
yang diemban di pundaknya. Amanah merupakan suatu yang harus 
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dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah 
SWT. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus 
dijalankan dengan baik sesuai dengan perintah-Nya. Oleh karena itu, 
Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan 
penyalahgunaan kekuasaan.
40
 Hal ini terdapat dalam Surah An-Nisa 
Ayat 58 yang berbunyi: 
   للاه                          
             للاه            للاه            
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” (QS.An-Nisa : 58)41 
 
2) Prinsip Penegakkan Keadilan 
Keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan 
dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip 
keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat 
ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan 
dunia akan terpelihara dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah 
tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai 
dan tatanan kehidupan pun akan mengalami goncangan.42 
Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk 
menegakkan keadilan yaitu:  
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                       ِهلل       
                   فَاهلله          
                      هللاه             
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan.”  (An-Nisa : 135)43 
 
3) Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat Al-
Hujurat Ayat ke 10 yang bebunyi: 
                       َهللا           
“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”  
(Qs. Al-Hujurat : 49)44 
4) Prinsip Menegakkan Hak Asasi Manusia 
Islam memandang bahwa manusia adalah objek yang 
dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaan 
akan memeperoleh kemuliaan yang sama walaupun mereka 
berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dalam hal ini pula sama 
antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuannya 
memperoleh kemuliaan.
45
 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam Surah al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi: 
5) Prinsip Perdamaian 
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Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat 
karena itu al-Quran mengajarkan bahwa umatnya harus 
mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lainnya 
Surah Al-Anfal Ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut: 
                       ِهلل           
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-
Anfal : 61) 
4.  Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 
a. Siyasah Tanfidziyyah 
Siyasah Tanfidziyah merupakan hukum tata negara Islam dalam 
melaksanakan undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat 
diberikan kewenangan kekuasaan ekskutif (al-sulthah al-tanfidziyah). 
Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan 
perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini 
negara dapat melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan 
dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. 
Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para 
kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan 
tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam 
lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh 
menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam, dan kekuasaan ekskutif 
juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.
46
 
1) Kekuasaan Dalam al-sulthah al-Tanfidziyyah 
a) Imamah 
Kata Imamah biasanya diidentifikasikan dengan khilafah. 
Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam 
negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi‟ah, 
sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam 
masyarakat Sunni. Imamah berasl dari kata umat, jamaknya umam 
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yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya 
disebut nation, people. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang 
di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti 
kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, 
baik dia shaleh maupun tidak. 47 
b) Khilafah/Khalifah  
Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan 
Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan 
berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan 
khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam 
a‟zham. imam a‟zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau 
disebut dengan khalifat al-muslim. 48 
c) Imarah/Amir  
Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal 
dari Kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir di masa 
khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau 
gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang 
yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-
makna tersebut. Kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa 
yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir 
yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan 
di balai aqifah Bani Sa‟idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan 
pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era 
Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat 
(khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti 
ulun.49 
d) Wizarah/Wazir  
Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau 
berat. Wizarah Dikatakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas 
kenegaraan yang berat. Kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan 
pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia 
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modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri 
yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.50 
 
B.    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
1. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
  Semenjak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasioanl ditetapkan, bangsa Indonesia telah memiliki sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan 
sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang 
berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, 
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang 
bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan peserta. 
  Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dibentuk Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang ini 
dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu: 
1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai beroperasi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan padatanggal 1 Januari 2014 
dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). 






  Berikut adalah sejarah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan51: 
1) Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) Tahun 
1968 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan 
membentuk Badan Khusus di Lingkungan Departemen Kesehatan 
Republik yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan 
(BPDPK) di mana oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 
waktu itu Prof. Dr. G. A Siwabessy dinyatakan sebagai embrio Asuransi 
Kesehatan Semesta.52 
2) Perusahan Umum Husada Bhakti Tahun 1984-1991 
untuk meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
peserta dan agar dapat dikelola secara professional, Pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang 
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun 
(PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 ini status badan 
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentan 
Pemeliharan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun 
Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. Kepesertaan 
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada 
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Bhakti ditambah denganVeteran dan Perintis Kemerdekaan beserta 
anggota keluarganya. Di samping itu perusahaan diizinkan  memperluas 
jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai 
peserta sukarela.53 
3) PT Askes (Persero) Tahun 1992-2013 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status 
Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT 
Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 
kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan 
pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Pada tahun 
2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT Askes (Persero) sebagai 
salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1241/Menkes//XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara 
Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes 
(Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan. 
Pada tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program Jaminan 
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 112/Menkes/II/2008 
mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program 
Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan 
tatalaksana organisasi dan manajemen. 
                                                             
53




Untuk mempersiapkan PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi 
BPJS Kesehatan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dilakukan pemisahan 
Program Askes Sosial dan Askes Komersial. Dan pada tahun 2008 pula 
dibentuk anak perusahaan PT Askes (Persero) yaitu PT Asuransi Jiwa in 
Health Indonesia yang didirikan berdasarkan AktaNotaris Nomor 2 tahun 
2008 tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18 
Desember 2008 dengan Akta Nomor 4 tangal 13 Maret 2009.54 
Bertepatan pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor Kp-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa in Health 
Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh 
izin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya izin opersional ini, maka PT 
Asuransi Jiwa in Health Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada 
tanggal 1 April 2009.55 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes 
(Persero) sampai dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan ditugasi untuk: 
a) Menyiapkan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan untuk program jaminan kesehatan. 
b) Menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan 
kewajiban PT Askes (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan.56 
4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanTahun 2014-Sekarang 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) bertransformasi 
kelembagaan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. 
Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, asset 
dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban. 
Sejak beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan masyarakat, Kementerian Pertahananm Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi 
menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya 
kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan keiatan 
opersionalnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT 
Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan.57 
2. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 




Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa setiap orang berhak atas 
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara 
utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Dan karena Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah 
sumber dari segala sumber hukum, maka pasal ini harus 
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dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam penekanan makna 
bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. 
2)   Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia   
Tahun 1945.59 
Pasal ini berisikan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 
Penekanan pelaksanakan pada Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam paal ini ialah pemerintah 
harus mengembangkan sistem jaminan sosial yang akhirnya 
diwujudkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan. 
3)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.60 
Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa kesehatan hak 
fundamental setiap penduduk. Dalam Pasal 3 Undang-Undang ini 
menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyatakat yang 
setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam 
mengoptimalisasikan derajat kesehatan masyarakat tersebut, 
pembangunan kesehatan diimplementasikan dalam bentuk 
pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan pelayanan 
jaminan sosial bagi masyarakat. 
4)   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan  
Sosial Nasional 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial merupakan badan hukum nirlaba. Dalam Undang-Undang ini 
pula dikukuhkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dibentuk untuk menggantikan beberapa Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial yang ada sebelumya, yakni Perusahaan Persero 
(Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), 
Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan Perusahaan 
Perseroan (Persero) Asuransi KEsehatan Indonesia (ASKES). 
5)    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.61 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 3 tujuan dari 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan ialah mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi 
setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan 
kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan62 
Peraturan ini menjelaskan tentang Penetapan Kriteria dan 
Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Penetapan 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pendanaan Iuran, 
Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan 
Peran Serta Masyarakat. 
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7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 
Kesehatan 
8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasiona 
Peraturan-peraturan ini dibuat bertujuan untuk memberikan 
acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 
Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak Pemberi 
Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitias Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta 
program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam 
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam peraturan ini 
dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana seharusnya pelayanan 
kesehatan melalui pogram jaminan kesehatan nasional yang 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
3. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
Adapun visi dan misi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan63 di antaranya sebagai berikut: 
Visi: 
Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan 
berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia 
Misi: 
                                                             
63
 BPJS Kesehatan, Visi dan Misi, Diakses Secara (On-Line) Pada Tanggal 20 Desember 2020 




1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 
pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya 
melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. 
2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling 
lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh 
pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta 
meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 
3) Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan 
kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan 
pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. 
4) Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 
peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 
komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan 
4. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
 Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa kepesertaan dalam 
program JKN bersifat “wajib”, artinya seluruh warga masyarakat wajib 
menjadi peserta JKN yang meliputi:64 
1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) meliputi fakir 
miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai 
ketentuan perauran perundang-undangan. 65 
2) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI)66 
terdiri dari: 
a) Pekerja Penerima Upah dan Anggota Keluarganya: Pegawai 
Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, 
                                                             
64
 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta 








Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta 
dan Pekerja yang tidak termasuk apa yang telah dipaparkan 
sebelumnya. 
b)  Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Keluarganya 
(Termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia 
paling singkat 6 bulan): Pekerja di luar hubungan kerja atau 
Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk berdasarkan 
apa yang telah dipaparkan sebelumnya. 
c) Bukan Pekerja dan Anggota Keluarganya (Termasuk Warga 
Negera Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 
bulan): Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun (Pegawai 
Negeri Sipil yang brhasil dengan hak pensiun, Anggota TNI 
dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun, Pejabat 
Negara yang berhenti dengan hak pensiun, Janda, Duda atau 
Anak Yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak 
pensiun, penerima pensiun lain dan penerima pensiun lain 
yang mendapat hak pensiun), Veteran, Perintis Kemerdekaan, 
Janda, Duda atau Anak Yatim Piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan dan Bukan Pekerja yang tidak termasuk yang 
sudah dipaparkan sebelumnya. 
d) Anggota Keluarga yang Ditanggung meliputi: Pekerja 
Penerima Upah yang terdiri dari: Keluarga inti yang meliputi 
suami/istri dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri 
dan/atau anak angkat) sebanyak-banyaknya 5 orang, anak 
kandungm anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat 
yang sah dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah atau 




tahun atau berusia 25 tahun yang masih melanjutkan 
pendidikan formal. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 
Pekerja: Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga 
yang diinginkan (tidak terbatas). Peserta dapat 
mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi 
anak ke 3-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. Peserta 
dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang 
meliputi kerabat lain seperti saudara kandung/ipar, asisten 
rumah tangga dan lain-lain.67 
C. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan 
Sosial 
1. Badan Penyelenggara Jaminan sosial  
 Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 011 Tentang Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa sistem jaminn sosial nasional 
merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan 
tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggaraan 
yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, 
keterbukaan, kehati-hatian,  akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat 
wajib, dana, amanat, dan hasil pengolahan dana jaminan sosial seluruh untuk 
mengembangkan program untu untuk kepentingan peserta. 
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan badan penyelenggara 
jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, jaminan sosial 
adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat 






agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya peserta adalah setiap orang 
termasuk orang asing yang berkerja paling singkat enam bulan di indonesia.68 
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: 
1) Kemanusian 
2) Manfaat, dan 
3) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.69 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertujuan untuk mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 
yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya.  
  Badan Penyelenggara Jaminan sosial menyelenggarakan sistem 





5) Akuntabilitas  
6) Portabilitas 
7) Kepesertaan bersifat wajib 
8) Dana amanat, dan 
9) Hasil pengelolaan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
mengembangkan program dan untuk sebesar-besar kepentingan 
peserta. 
  Adapun Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban dalam Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu :  
Fungsi BPJS :  
                                                             
68
 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal1 
69
 Ibid, Pasal 2 
70




1) BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan Program Jaminan 
Kesehatan 
2) BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program 
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua71 
Adapun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Betugas Untuk :72 
1) Melakukan dan menerima pendaftaran Peserta. 
2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi 
Kerja; 
3) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah. 
4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk pentingan Peserta 
5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan 
Sosial 
6) Membayarkan Manfaat dan membiayai pelayanan Kesehatan 
sesuai dengan ketentuan Program Jaminan Sosial, dan 
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Kepada Peserta dan masyarakat.73 
Adapun Wewenang dalam melaksanakan tugas, BPJS Berwenang untuk; 
1) Menagih pembayaran iuran; 
2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 
memada 
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3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta 
dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, 
4) Membuat kesepakatan dengan fasilits kesehatan yang mengacu 
pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. 
5) Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi 
Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. 
6) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang bewenang 
mengenai ketidakpatuhan dalam membayar Iuran atau dalam 
memenuhi kewajiban lain sesuai denagn ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan 
7) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program Jaminan sosial. 
 
2.     Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggara program yang 
bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggara program 
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 74 
3.  Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta; 
2) Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan asset BPJS 
untuk sebesar-besarnya kepentinganpeserta; 
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3) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 
mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan dan hasil 
pengembangannya; 
4) Manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
5) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan 
kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 
6) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk 
mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 
7) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan 
hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
8) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak 
pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik 
aktuaria yang lazim dan berlaku umum; 
10) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku dalam penyelenggara Jaminan Sosial; dan 
11) Melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi 
keuangan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepadaPresiden 
dengan tembusan kepada DJSN.75 
  Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini penulis terfokus pada 
implementasi penerapan pasal 13 poin e atau 5 (lima)  tentang badan 
penyelenggara jaminan sosial berkewajiban  memberikan informasi kepada 
Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang 
berlaku. 
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D. Hak dan Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan 
1. Hak-Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
  Hak merupakan suatu hubungan antara orang-orang yang diatur oleh 
hukumdan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberikn kekuasaan 
tertentu terhadap objek hak.76 Setiap warga negara berhak atas tuntutan 
pemenuhan tanggungjawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam melindungi segenap bangsa 
dan tumpah darah Indonesia dan turut aktif dalam pergaulan dunia 
berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.77 
Untuk pemenuhan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam hal 
pemenuhan hak warga negaranya dalam meningkatkan kesejahteraan umum 
di bidang kesehatan, maka diatur hak-hak dari peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional BAB II bagian D dijelaskan bahwa peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional berhak; 
1) Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta] 
2) Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS Kesehatan). 
3) Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai yang 
diinginkan. Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama selanjutnya 
dapat dilakukan setelah 3 bulan. Khusus bagi peserta Askes Sosial dari 
                                                             
76
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179. 
77





PT. Askes (Persero), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. 
(Persero) Jamsostek, Program Jamkesmas dan TNI/POLRI 3 bulan 
pertama penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) ditetapkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 
4) Mendapatkan informasi dan menyempaikan keluhan terkait dengan 
pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).78 
Hak memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dalam poin kedua 
dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
Bab IV Bagian C terdiri atas duajenis yaitu,manfaat medis dan manfaat non-
medis. Manfaat media berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif 
(promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis 
yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-
medis meliputi akomodasi dan ambulance. Manfaat akomodasi untuk 
layanan rawat inap sesuia hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulance 
hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan dengan 
kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.79 
2.  Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan  
1)  Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Artinya, peserta harus 
memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan 
benar. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
ialah hal wajib yang harus dilakukan untuk seluruh warga negara 
Indonesia. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga dan diri sendiri 








dengan memberikan data yang lengkap dan benar. Tidak ada batasan 
umur untuk memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan, jadi selagi dapat menikmati biaya pengobatan gratis 
denganiuran yang ringan setiap bulan tidak ada ruginya untuk 
mendaftarkan diri. 
2) Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya. 
Artinya, perubahan data yang dimaksud antara lain perubahan 
golongan,pangkat atau besaran gaji pernikahan, perceraian, kematian, 
kelahiran, pindah alamat an pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib 
memberikan informasi terbaru mengenai hal-hal yang dapat mengubah 
informasi dasar seseorang. Jika peserta pindah rumah dari rumah 
sebelumnya,maka peserta wajib menginformasikan informasi ini 
kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar 
layanan kesehatan dapat mudah diberikan. Begitupun dengan 
memutuskan pindah dari fasilitas kesehatan tingkat pertama karena 
faskes pertama ialah jalan pertama untuk menggunakan keikut sertaan 
layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 
3) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan 
oleh orang yang tidak berhak. Artinya, peserta akan diberikan satu kartu 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diperoleh saat 
mendaftarkan diri di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan terdekat. Kartu ini merupakan kartu wajib yang harus 
peserta jaga agar tidak hilang atau rusak. Kartu ini dapat peserta simpan 
di dompet dan dikeluarkan hanya saat membutuhkan saja. Jika hilang, 
segera mendatangi kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 




Jaminan Sosial Kesehatan yang baru agar kartu kartu yang hilang tidak 
dimanfaatkan oleh orang lain. 
4) Membayar iuran dan mentaati semua ketentuan dan tata cara 
pelayanan kesehatan. Artinya,membayar iuran bulanan ialah kewajiban 
peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat 
menikmati layanan kesehatan gratis. Tentunya iuran ini dapat 
dibayarkan sekaligus dalam 6 (enam) bulan ke depan untuk 
menghindari keterlambatan pembayaran iuran. Peserta juga wajib untuk 
mengikuti ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang akan 
diberikan. Jadi, peserta  harus mengikuti langkah-langkah yang 
diberikan untuk dapat menikmati layanan kesehatan gratis. 
3. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Hak Peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
   Pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan terdapat dua tingkatan fasilitas kesehatan 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dimulai dari tingkat pertama 
sampai kepada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan: 
1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi Puskesmas, 
Klinik, Dokter Perorangan dan Rumah Sakit Pertama merupakan tujuan 
pertama peserta ketika mendapatkan masalah kesehatan. Sebagai tulang 
punggung dalam sistem pelayanan kesehatan program JKN FKTP ini 
diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan komunitas yang 
menjadi tanggungjawabnya dan memberikan pelayanan yang 
komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.80 
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Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak dari peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosia kesehatan dan dilaksanakan oleh fasilitas 
keehatan tingkat pertama sebagai penyedia layanan kesehatanNomor 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional bagian C ialah sebagai berikut: (Pelayanan 
kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non-spesifik) 
a) Administrasi pelayanan 
b) Pelayanan promotif dan preventif 
c) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 
d) Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-
operatif 
e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
f) Transfuse darah sesuai dengan kebutuhan medis 
g) Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat 
pertama 
h) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis 
 
2) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRL) 
    Fasilitas Kesehatan yang melayani pasien rujukan ada dua yakni 
rumah sakitminimal tipe C dan klinik utama. Dalam memberikan 
pelayanan kesehatan ada jenis-jenis pelayanan kesehatan yang menjadi 
tanggungjawab FKRTL yang harus dipenuhi yang menjadi hak peserta 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jenis-jenis pelayanan 
kesehatan yang menjadi hak dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan dan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan rujukan 
tingkat lanjuttan sebagai penyedia layanan kesehatan lebih lanjut diatur 




Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
Bagian C ialah sebagai berikut: 
a) Administrasi pelayanan 
b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis 
c) Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non-bedah 
sesuai dengan indikasi medis 
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
e) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis 
f) Rehabilitasi medis 
g) Pelayanan darah 
h) Pelayanan kedokteran forensic klinik 
i) Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang 
meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah 
j) Perawatan inap non-intensif 
k) Perawatan inap di ruang intensif 
l) Akupuntur medis. 
4. Mekanisme Pemenuhan Hak Pelayanan Peserta Bada Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan 
 Perkembangan pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan 
orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya 
pemecahan masalah di bidang kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan yang meliputi upaya meningkatkan sumber daya manusia yang 
harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapauu 
derajat kesehatan yang optimal. Tercapainya kemampuan hidup sehat 




yang iptimal. Kesehatan yang optimal merupakan salah satu hak dan 
kebutuhan vital bahkan senantiasa menjadi dambaan bagi setiap 
manusia.81 
 Pelayanan kesehatan medis merupakan hal penting yang harus dijaga 
bahkan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku 
agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang 
diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya ialah suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta 
dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan 
oleh konsumen.82 
 Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan penyelenggara pelayanan publik. Kemampuan 
menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien, efektif dan 
bertanggungjawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang baik. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
perubahannya jelas menjamin hak warga negara untuk memperoleh 
pelayanan pendidikan dan kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan serta menyantuni fakir miskin.83 Oleh karena itu, untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan ada prosedur yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah melalui Lampiran Peraturan Menteri Nomro 28 tahun 2014 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
BAB IV Bagian F mengenai tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan 
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bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu di 
antaranya sebagai berikut: 
1) Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
a) Setiap peserta harus terdaftar pada FKTP yang telah 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh 
pelayanan 
b) Menunjukkan nomor identitas peserta JKN 
c) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP 
d) Jika diperlukan sesuai indikasi medis peserta dapat 
memperoleh pelayanan rawat inap di FKTP atau dirujuk ke 
FKRTL 
2) Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 
(FKRTL) 
a) Peserta datang ke Rumah Sakit dengan menunjukkan nomor 
identitas peserta JKN dansurat rujukan kecuali kasus 
emergency tanpa surat rujukan 
b) Peserta menerima Surat Eligibilitas PEserta (SEP) untuk 
mendapatkan pelayanan 
c) Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat jalan dan atau 
rawat inap sesuai dengan indikasi medis 
d) Apabila dokter spesiali/subspesialis memberikan surat 
keterangan bahwa pasien masih memerlukan perawatan di 
FKRTL tersebut, maka untuk kunjungan berikutnya pasien 
langsung datang ke FKRTL (tanpa harus ke FKTP terlebih 





e) Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat 
keterangan rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya 
pasien langsung ke FKTP membawa surat rujuk balik dari 
dokter spesialis/subspesialis 
f) Apabila dokter spesialis/subspesialis tidak memberikan surat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada point (d) dan (e), 
maka pada kunjungan berikutnya pasien harus melalui FKTP 
g) Fisioterapi dapat menjalankan prktik pelayanan fisioterapi 
secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk 
pelayanan rehabilitas medis dasar) atau bekerja di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
h) Pelayanan rehabilitasi medis di FKRTL dilakukan oleh dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis 
i) Dalam hal rumah sakit belum memilki dokter spesiali 
kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, maka kewenangan 
klinis dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis 
dapat diberikan kepada dokter yang selama ini sudah 
ditugaskan sebagai koordinator pada 
bagian/departemen/instalasi rehabilitasi medis rumah sakit 
dengan kewenangan terbatas sesuai kewenangan klinis dan 
rekomendasi surat penugasan klinis yang diberikan oleh 
komite medis rumah sakit kepada direktur/kepala rumah sakit 
j) Apabila dikemudian hari rumah sakit tersebut sudah memiliki 
dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis maka 
semua layanan rehabilitasi medis kembali menjadi wewenang 





3) Pelayanan Kegawat Daruratan (emergency) 
a) Pada keadaan kegawat daruratan (emergency), seluruh 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas 
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) baik fasilitas 
kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan atau belum bekerjasama wajib 
memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta 
JKN 
b) Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat 
tidak diperkenankan menarik biaya kepada peserta 
c) Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjsama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus segera 
merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setelah 
keadaan daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat 
dipindahkan 
 
E. Pelayanan Kesehatan 
 Menurut WHO (World Health Organization) sehat adalah 
memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, ruhani ataupun akal , sosial 
dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), dalam  Musyawarah Nasional tahun 1983 merumuskan kesehatan  
sebagai kesehatan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang  dimiliki manusia 
sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri  dengan mengamalkan 
(tuntunan-Nya), dan memelihara serta  mengembangkannya. Kesehatan 




guna memfungsikan seluruh  organ tubuhnya secara harmonis dalam 
keadaan jasmani,  ruhani, dan sosial.84 
 Sehingga pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo 
Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan  kesehatan yang tujuan 
utamanya adalah pelayanan preventif pencegahan) dan promoted 
(peningkatan kesehatan) dengan  masyarakat.85 
 Pelayanan kesehatan menurut jenisnya terdiri atas pelayanan 
kesehatan perseorangan yang ditunjukkan untuk  menyembuhkan penyakit 
dan memulihkan kesehatan. Banyak  sekali tuntutan agama baik dalam Al-
Qur‟an maupun hadist  yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan yakni 
kesehatan  jasmani, ruhani, dan sosial. Upaya untuk memperoleh  kesehatan 
tersebut dapat dilakukan dalam bentuk :  
a.  Pelayanan Kesehatan Promotif yaitu upaya untuk  meningkatkan kondisi 
dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. 
Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia  
dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun 
rohani. Artinya, manusia wajib memelihara  kesehatan dan bahkan 
meningkatkannya.86 
b.  Pelayanan Kesehatan Preventif yaitu upaya untuk  mencegah atau 
melindungi dari terjadinya penyakit. Kesehatan adalah mahkota bagi 
kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota 
kesehatan berarti  menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh 
karena mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada  mengobati. 
Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan  obat mujarab yang tiada 
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duanya. Oleh karena itu, upaya  preventif dapat dimulai dengan 
meletakkan prinsip. 
c.  Pelayanan Kesehatan Kuratif, yaitu penyembuhan penyakit  itu Allah, 
tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia  wajib berusaha 
menyembuhkannya dengan jalan berobat. 
d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif merupakan upaya  memperbaiki atau 
mengembalikan suatu kondisi dari  keadaan sakit menjadi sehat. Upaya 
Rehabilitatif harus  senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada 
kondisi  yang lebih parah atau buruk. 
  Dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus  mendahulukan dan 
mementingkan keselamatan pasien  dibanding dengan kepentingan yang 
lainnya. Oleh sebab itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 
dilaksanakan  secara bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, aman dan  
memberikan mutu pelayanan yang memuaskan. Pelayanan harus diberikan 
kepada setiap pasien  dengan sebaik baiknya, karena setiap pasien yang 
datang untuk berobat adalah layaknya seorang tamu yang harus  dimuliakan 
dan diwajibkan juga bagi kita untuk saling tolong  menolong dalam hal 
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